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Drakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya penulisan buku ini telah
berhasil terselesaikan.

Buku dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan
Optimalisasi), pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya opti-
malisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu
segera dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
diharapkan dapat semakin mempertangguh ketahanan nasional. Dengan
tangguhnya ketahanan nasional diharapkan Indonesia mampu mengatasi
berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, baik dalam lingkup global,
regional, maupun nasional.

Penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari berbagai
pihak guna perbaikannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi upaya
optimalisasi pemberantasan korupsi dalam segala aspeknya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak dan juga Ny. Susilaningtyas, S.H., istri, dan anak-anak Waluyo
C.U,, S.E., M.Ec., Dian Atika, S.E., Satya Wirawan, S.H., serta cucu Adinda
C.K, dan Damar, S.T., M.Eng. (menantu). Tidak lupa terima kasih kepada
teman-teman Kejaksaan dan FH UPN Veteran, Jakarta, atas dorongan dan
atensinya sehingga buku ini dapat penulis selesaikan.
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Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan
bimbingannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan peng-
abdian kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga cita-cita para pendiri
bangsa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera
dapat terwujudkan.

Jakarta, 31 Desember 2015

Penulis

vi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)



Daftar Jsi

----------------------------------------------------------------------------

BAB 1 PENDAHULUAN ....cccccvtreeieiisssnnmannnsieisiisisssanmsies
BAB 2 LANDASAN PEMIKIRAN TENTANG KORUPSI

-

B.
ki

D.

Korupsi Menjadi Akar Permasalahan Bangsa ..........
Paradigma Nasional ...
Peraturan Perundang-undangan Terkait ........cccoooene.
Permasalahan Terkait Tindak Pidana Korupsi ........

BAB3 GAMBARAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SAAT INI ...covvimnmaninnienisiniininnnnansssisssase

7.9

B.

G

D.

Iandasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
UL (1] R ———————— S
Implikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ter-
hadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam
Rangka Ketahanan Nasional ...
Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan ........cco.....

BAB4 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS ...

A.

mooOv

Indonesia Membutuhkan Integrasi dengan Negara

Perkembangan Lingkungan Global ........cccccoieinness
Perkembangan Lingkungan Regional .....cccocooiiiiinnes
Perkembangan Lingkungan Nasional ...
Peluang dan Kendala ...

Daftar Isi

O 1 ] = 4

14
20

36
36

38

46
53

57

57
8
62
64
i

vii



BAB 5 OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KE-
SEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
EETAHANAN MASTONAL wcisswnsenssaniinisssssics

A.

Pemberantasan Korupsi Merupakan Fokus Utama .....

B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Optimal

C. Kontribusi Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masya-

rakat dalam Rangka Ketahanan Nasional .................

D. Indikasi Keberhasilan Pemberantasan Korupsi .......

E. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

I Strategi Komprehensif dalam Pemberantasan Korupsi

G. Upaya dalam Optimalisasi Pemberantasan Korupsi .....

BAB 6 PEMNUTUE wunemiminsessseevenisospaysssspsss
DAFTAR PUSTAKA. .. ocoseevnaussasssssisssssssssssssssssssssussssosss
LAMPIRAN-LAMPIRAN :.vioesscssvsssrmsssssssnsimsnavssvessinssssossss
PROFPILPENULILS ..iiiissanisississsssiassssssnsasssisssasssassssassssnsssss

viii

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)

79
15
79

92
98
99
101
108
120
123
129

173



......

7 DCendahuluan

Pasti tidak dibantah fakta bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tetapi
ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan
semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan
(wellfare state) dan juga sebagai negara hukum (rechts staal). Pertanyaan
klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal
negara kaya, apakah karena ada korupsi atau korupsi karena kemiskinan?
Selanjutnya apakah penegakan hukumnya tidak optimal sehingga korupsi
masih terjadi? Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi
saling terkait dan memengaruhi.

Gambaran tingginya tindak pidana korupsi antara lain terlihat pada
rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan
pada tahun 2014. Jumlah penyelidikan 1.815 kasus, penyidikan 1.537 perkara,
penuntutan (penyidikan Kejaksaan 1.352 dan penyidikan Polri 873)." Adapun
data pada KPK untuk tahun 2013 sebanyak 81 kasus (penyelidikan), 102
perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang
berhasil diselamatkan sebesar Rp1,196 triliun.”

Secara faktual bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia yang
memiliki 17.508 pulau (dua pulau telah menjadi bagian negara Timor Leste,

1 Laporan Tahunan 2014 Kejaksaan RI, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2015, him. 53.
2  Www.kompas.com, 30 Desember 2013.
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A. KORUPSI MENJADI AKAR PERMASALAHAN BANGSA

Sebagaimana paparan di depan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) merupakan salah satu negara di dunia yang dikaruniai kekayaan
alam melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sayangnya, melimpahnya ke-
kayaan alam itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Banyak penduduk Indonesia yang masih hidup di
bawah garis kemiskinan. Kondisi ini sering kali menumbuhkan sikap antipati
masyarakat terhadap pemetintah dan kelompok masyarakat yang diuntungkan
oleh kebijakan pemerintah. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dari kisah
petjalanan wisata penelitian atau study four ke satu kabupaten yang tetletak di
bagian kepala burung Papua yang ketika itu masih bernama Irian Jaya. Ungkapan
hati pemuda setempat ketika ditawari makan yang menyatakan "jangankan
hanya dibelikan makan, andaikata semua uang bapak-bapak saya ambil, itu
belum cukup untuk mengembalikan kekayaan sumber daya alam rakyat Papua
yang telah dirampas oleh orang-orang seperti bapak-bapak”, patut direnungkan
pemerintah.'?

Ungkapan emosional pemuda Papua tersebut bukan hanya mewakili
kondisi negatif masyarakat lokal Papua namun juga mewakili kondisi yang
sama dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Hal ini tidak jarang

12 Nurhasan Ismail, Hukum Prismatik: Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal,
makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FH Universitas Gadjah
Mada pada tanggal 12 Desember 2011, di Yogyakarta, him. 3.

Bab 2 Landasan Pemikiran tentang Korupsi 7
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A. LANDASAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dirasakan bahwa korupsi di Indonesia tetjadi secara sistemik dan meluas di
seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada institusi
negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi. Menurut pimpinan KPK,
setidaknya ada empat hal yang membuat orang nekat ‘menggarong’ uang
rakyat. Perfama, ada semacam mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat
negara, jika jujur akan hancur. Orang yang jujur sudah bukan musim lagi. Kedua,
kesempatan. Selama ada kesempatan, mengapa tidak diambil, dan kesempatan
itu bisa diciptakan. Kefiga aji mumpung, Jadi pejabat itu tidak mudah, belum
tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, apa salahnya sekadar mem-
basahi paruh burung, Keenpat, untuk memuaskan dahaga kehormatan, karena
harta adalah kehormatan. Inilah yang membuat orang gila kehormatan, dan
celakanya sudah mahfum khalayak menganggap orang terhormat bukan
moralnya, bukan budi pekertinya, bukan perilakunya, tetapi kekayaannya.*
Sementara itu Gunnar Myrdal, pemegang hadiah nobel ekonomi tahun
1968, dalam bukunya yang berjudul .Asiz Drama menyatakan, korupsi yang
terjadi di Asia Selatan dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) berasal dari
penyakit negpatrimonialisme, yakni warisan feodal kerajaan-kerajaan lama yang
terbiasa dengan hubungan patron-dlient. Dalam konteks tersebut, rakyat biasa
atau bawahan berkewajiban memberi “upeti” (yang kemudian berkembang

49 Pimpinan KPK, “Pengantar Pimpinan KPK", dalam: Tim Penyusun, Laporan Tahunan 2012,
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012, him. 2.
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A. INDONESIA MEMBUTUHKAN INTEGRASI DENGAN
NEGARA LAIN

Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa pada
hakikatnya setiap bangsa pasti membutuhkan interaksi dengan bangsa yang
lainnya. Seiring dengan era globalisasi, interaksi tersebut bukan hanya dilakukan
antarnegara yang berdekatan tetapi juga berlangsung secara mondial, mengingat
pengaruh globalisasi, telah menjadikan dunia ini sebagai #he global village Hal
ini membuat apa yang terjadi di suatu negara dengan cepat dan mudah dapat
dilihat dan diketahui oleh negara lain yang lokasinya berada jauh dari negara
tersebut. Konsekuensi dari adanya interaksi tersebut adalah setiap negara tidak
bisa menutup diri dari pengaruh—pengaruh yang timbul dan menyertai proses
interaksi antarbangsa.

Berjalannya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, khu-
susnya di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang menembus
batas-batas negara, membuat negara-negara di dunia seakan-akan hidup dalam
ruang yang tanpa batas (horderless). Perkembangan politik, sosial, budaya,
ekonomi, dan teknologi yang terjadi di suatu negara dapat dengan mudah dan
cepat menjalar ke negara lainnya, khususnya negara tetangga. Kadang kala
pengaruh tersebut juga membawa implikasi pada pandangan hidup (ideologi)
72MuladnRewtahsas:JaﬂDmBangsa makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema

“Revitalisasi Jati Diri Bangsa” yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Humas, Deputi

Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia bersama Biro Kewilayahan dan Wawasan, Deputi
Seswapres Bidang Politik pada tanggal 14 Juni 2006 di Kantor Sekretariat Negara RI, Jakarta.
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A. PEMBERANTASAN KORUPSI MERUPAKAN FOKUS UTAMA

Pemberantasan korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu fokus
utama Pemerintah Indonesia pada era reformasi. Berbagai upaya telah
ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara
serentak oleh pemegang kekuasaan cksekutif, legislatif, serta yudikatif.
Upaya-upaya itu sebenarnya telah berjalan dengan baik dan membuahkan
hasil berupa tumbuhnya iktikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok
Indonesia. Pada masa reformasi sejumlah instansi pelaksana dan pendukung
pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain KPK, PPATK, dan LLPSK.
Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan
korupsi.

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk
mencegah dan memberantas korupsi, seperti Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2011; Inpres Nomor 17 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; serta Inpres Nomor 1 Tahun 2013
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 serta
produk-produk hukum lain. Selain itu, Presiden juga telah mengeluarkan
Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014.

Bab 5 Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Guna Meningkatkan .. 15
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Korupsi merupakan penyakit sosial yang berbahaya bagi keberlangsungan
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi yang merajalela
dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada
akhirnya merapuhkan ketahanan nasional di bidang ekonomi. Rapuhnya
ketahanan nasional di bidang ekonomi akan berpengaruh terhadap rapuhnya
ketahanan nasional pada aspek-aspek yang lainnya baik itu ketahanan ideologi,
ketahanan politik, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan
keamanan. Singkat kata, korupsi dapat menyebabkan tetjadinya kemiskinan,
kebodohan konflik sosial, menurunkan daya saing, menjatuhkan sebuah rezim
dan yang paling mengenaskan ialah menghancurkan sebuah bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sejak
lama dilakukan oleh pemerintah. Upaya itu semakin gencar setelah lahirnya
era reformasi. Namun kenyataannya, praktik korupsi masih terus berlanjut.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan
pemberantasan korupsi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya integritas dan etika aparatur negara atau penyelenggara negara
membuat penyelenggara negara seringkali tanpa malu menggunakan ke-
kuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah. Penyim-
pangan tersebut salah satunya digunakan untuk ‘merampas” uang negara
secara sistematis, bahkan seringkali hal itu dilakukan secara terorganisir.

2. Belum optimalnya program reformasi birokrasi yang dilaksanakan peme-
rintah sehingga upaya mewujudkan good governance dan clean government
belum dapat terlaksana dengan baik. Akibatnya peluang-peluang terjdinya
korupsi masih terbuka lebar dalam praktik penyelenggaraan negara.

120 | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN
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Republik Indonesia. TAP MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penye-
lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
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_UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

_UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
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Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
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2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 201 2-2014.
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. Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi (Angka IV: Prioritas Pelaksanaan).
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2015 sampai dengan tahun 2019.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementetian/Lembaga Tahun 2015
2019, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah
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PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA

(STRATEGI DAN OPTIMALISASI)

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan
terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa
negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (wellfare state) dan juga sebagai
negara hukum (rechts staat). Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa
masih ada yang miskin padahal negara kaya, apa karena ada korupsi, atau korupsi
karena kemiskinan? Selanjutnya apakah penegakan hukumnya tidak optimal
sehingga korupsi masih terjadi? Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri
sendiri, akan tetapi saling terkait dan mempengaruhi.

Buku ini pada pokoknya berisi uraian tentang strategi dan upaya mengoptimalkan
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini perlu segera
dilakukan untuk keberhasilan penegakan hukum dan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
diharapkan dapat semakin mempertangguh ketahanan nasional. Dengan
tanaguhnya ketahanan nasional diharapkan Negara Hukum Indonesia mampu
mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik dalam lingkup global,
regional maupun nasional.

Buku ini dapat bermanfaat bagi aparatur pemerintahan dan hukum, praktisi,
akademisi, peneliti dan mahasiswa dalam upaya optimalisasi pemberantasan
korupsi disegala aspeknya.

Dr. Bambang Waluyo, S.H.,M.H. $-1 Ull Yogyakarta tahun 1981, S-2 STIH
IBLAM Jakarta tahun 2002 dan S-3 Unhas tahun 2015 serta pendidikan Sandwich
Program di Utrecht University Belanda. Jahatan saat ini Jaksa Agung Muda Bidang
Pembinaan Kejagung RI. Karir: Jaksa tahun 1989, Kepala Pusdiklat Kejagung RI,
Karo Kepegawaian Kejagung RI, Kepala Kejati Gorontalo, Direktur Upaya Hukum
Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI,
Kepala Pusat Litbang Kejagung RI, Kepala Kejati Jawa Tengah, dan Kepala Badan
Diklat Kejagung RI. Mengajar pada Badan Diklat Kejagung RI, UPN Veteran Jakarta,

dan Dosen tidak tetap Fakultas Hukum Ul. Penghargaan: Satya Lencana Karya Satya X, XX, dan XXX pada
tahun 2013. Aktif dalam organisasi Kejaksaan dan menulis.
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